






1.1 Latar Belakang Masalah 
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah yang melibatkan 
Israel dan Palestina seperti tidak ada habisnya untuk dibahas. Faktor-faktor yang 
melatarbelakangi sengketa kedua negara tersebut juga semakin memperkeruh 
situasi keamanan yang ada di Timur Tengah. Banyaknya intervensi pihak ketiga 
yang saling berebut kepentingan juga tidak luput dari faktor penyebab 
berkepanjangannya konflik tersebut. Selain itu dengan adanya globalisasi yang 
menyebabkan dunia semakin sempit serta saling bergantung satu sama lain 
menyebabkan ada ketergantungan atau interdepedensi antar negara-negara di dunia.  
Salah satu bentuk adanya interdependensi antar negara Timur Tengah 
adalah dengan terbentuknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang 
beranggotakan 57 negara anggota dan 37 negara peninjau.1 OKI sendiri juga 
berperan besar dalam upaya penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina. 
Sejak terbentuk tahun 1967, alasan OKI dibentuk yaitu sebagai reaksi negara-
negara Islam dan mayoritas penduduk muslim atas aksi pembakaran Masjidil Aqsa 
di Kota Al-Quds atau Yerusalem oleh kaum Yahudi pada 21 Agustus 1961. 
Sejak awal terbentuk tujuan utama OKI selain sebagai asosiasi kekuatan 
negara-negara Islam untuk berusaha menyelesaikan sengketa Israel Palestina 
dengan membebaskan Kota Al-Quds atau Yerusalem sebagai kota suci umat Islam. 
 
1 Teori Politik, Organisasi Kerjasama Islam, diakses dari http://teoripolitik.com/organisasi-




Upaya-upaya yang dilakukan oleh OKI diantaranya yaitu dengan menggelar 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang melahirkan “dekarasi amman” dimana 
Mesir dan Yordania sebagai anggota OKI mengajukan proposal perdamaian yang 
berisi seruan untuk diberhentikannya kekerasan, penarikan mundur pasukan Israel 
di wilayah Palestina, pencairan dana Palestina di bank-bank Israel, ditaatinya 
resolusi PBB nomor 242 dan 338,2 diberhentikannya pembangunan pemukiman 
Yahudi dan pembentukan komite yang beranggotakan negara Amerika Serikat, 
Rusia, Uni Eropa, Mesir, Yordania yang bertujuan untuk membantu Israel dan 
Palestina mencapai perdamaian.3 
Tetapi Israel tetap saja melakukan invasi besar-besaran dan berkelanjutan 
di wilayah Palestina yang tentunya juga melanggar HAM karena memakan banyak 
korban jiwa. Hal tersebut membuat OKI tidak tinggal diam, OKI mengadakan KTT 
lanjutan di Doha Qatar dimana KTT tersebut dilaksanakan untuk merespon aksi 
Israel yang dipimpin oleh Ariel Sharon terhadap warga muslim Palestina di 
Yerusalem. KTT tersebut menghasilkan keputusan untuk memutuskan hubungan 
dengan Israel, baik politik maupun ekonomi serta menarik mundur para duta besar 
negara-negara anggota OKI di Israel. Negara-negara yang menarik mundur duta 
besarnya antara lain Tunisia, Maroko, dan Qatar sehingga secara otomatis negara-
negara tersebut juga memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara 
 
2 Resolusi PBB nomor 242: Penarikam mundur pasukan Israel dari wilayah yang diduduki pada 
konflik 1967, dan penghapusan klaim-klaim wilayah oleh kedua belah pihak (Israel dan Palestina) 
dalam masa konflik, serta menghormati hak keberadaan swtiap negara di kawasan tersebut dengan 
mengakui batas wilayah yang telah disepakati bersama. 
   Resolusi PBB nomor 338: Penyeruan gencatan senjata pada peranhg Yonkipur (konflik koalisi 
Arab dan Israel) sesuai dengan yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. 
3 Teori Politik, Peran OKI dalam Upaya Perdamaian Palestina, diakses dari 





negara-negara lain seperti Libya, Yaman, dan Irak melaksanakan keputusan KTT 
tersebut dengan menyerukan jihad atas Israel. Selain itu pada tingkat Internasional, 
OKI gencar menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk kemerdekaan 
Palestina. Contohnya dengan mendesak PBB untuk mengakui kedaulatan Palestina. 
OKI juga telah mmberikan dukungan untuk kedaulatan Palestina dengan Yerusalem 
sebagai ibukotanya dengan bentuk dukungan diplomatik yaitu dengan pengakuan 
terhadap Dewan Nasional Palestina (Palestina Council) untuk memproklamirkan 
negara Palestina pada tanggal 15 November 1988.4  
Meskipun segala upaya dan dukungan telah dikerahkan oleh OKI, upaya-
upaya tersebut seperti sia-sia mengingat Israel merupakan sekutu utama Amerika 
Serikat. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk Amerika memberikan dukungan 
kepada Israel dalam segala bentuk dukungan baik berupa dukungan politik, militer 
maupun ekonomi. Terlebih Amerika Serikat merupakan anggotan tetap Dewan 
Kemanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) dimana negara-negara yang 
menjadi anggota DK-PBB mempunyai hak veto yang dapat digunakan untuk 
menentang keputusan yang diambil oleh PBB yang dianggap tidak sesuai dengan 
kepentingan nasionalnya. Tercatat sejak menjadi anggota DK-PBB Amerika 
Serikat setidaknya menggunakan hak vetonya sebanyak 82 kali.5 Tidak 
mengerankan jika Amerika begitu gencarnya menolak usaha resolusi PBB terhadap 
konflik Israel-Palestina karena Amerika menganggap bahwa negara-negara Islam 
 
4 Ibid. 
5 Mardenis, Revitalisasi Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI), jurnal MMH, Ji/id 41 No. 
2April 2012 dikases dari https://media.neliti.com/media/publications/150792-ID-revitalisasi-




yang bersifat non-kapitalis sebagai penghalang proses globalisasi kapitalisme oleh 
Amerika.  
Klaim atas Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama samawi, yakni 
Yahudi, Kristen, dan Islam, telah membawa konsekuensi terhadap keberadaannya. 
Yerusalem telah menjadi ajang persengketaan yang tidak pernah selesai. Mengingat 
status Kota Yerusalem yang menjadi perundingan berdasarkan aspek religius, 
sejarah dan politik, namun secara de facto setelah perang tahun 1967 tersebut Kota 
Yerusalem termasuk dalam batas wilayah Israel berdasarkan keputusan Knesset 
(Parlemen Israel) pada tanggal 18 Juni 1967.6 
Sehingga ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato yang 
mendukung pemindahan bukota Israel ke Yerusalem menuai banyak pro kontra. 
Dengan adanya pidato presiden Donald Trump yang dikutip dari situs resmi gedung 
putih yang berbunyi (selengkapnya akan dilampirkan): 
“Saya telah menentukan bahwa ini saatnya untuk mengakui secara 
resmi Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sementara presiden-presiden 
sebelumnya telah menjadikan hal ini sebagai janji kampanye besar, mereka 
gagal mewujudkannya.”7 
Trump dianggap sangat berani dalam mengambil kebijakan tersebut karena 
Yerussalem yang selama ini dianggap sebagai kota suci tiga agama samawi secara 
 
6Dore, Gold, 2007, The Fight for Jerusalem, Radical Islam, The West, and The Future of The Holy 
Land, Washington, Regnery Publishing, dalam skripsi Fatmawati Firdaus, ARTI PENTING 
JERUSALEM DALAM KONFLIK ARAB – ISRAEL, diakses dari 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/832/burning%20ke%20CD%20skripsi.d
ocx?sequence=1pada (13/2/2019) pukul 04:05 
7DetikNews, (7/12/2017),Ini Pidato Lengkap Trump Saat Mengakui Yerusalem Ibu Kota Israel, diakses 
dari  https://news.detik.com/internasional/d-3758317/ini-pidato-lengkap-trump-saat-mengakui-




sepihak diberikan kepada Israel yang notabene adalah sekutunya. Tindakan AS ini 
dapat dianggap sebagai upaya Gedung Putih untuk mengusik ketenangan umat 
Islam. Dengan melihat fakta ini, OKI memutuskan untuk menggelar Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa sebagai upaya untuk menekan AS agar 
menimbang kembali keputusannya untuk mendukung Israel atau tetap mematuhi 
keputusan yang telah disepakati bersama sebelumnya yaitu pembagian Kota 
Yerusalem sebagai kota suci 3 agama. 
Pada penelitian ini diambil salah satu pihak ketiga yang berusaha 
menyelesaikan masalah yang terjadi di Israel-Palestina yakni Organisasi Kerjasama 
Islam (OKI) yang tentunya mempunyai kepentingan yang melatarbelakangi 
tindakannya dalam menentang dukungan AS tersebut. Atas dasar uraian di atas, 
maka dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil judul Alasan 
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Upaya Menentang Dukungan 
Amerika Serikat Terhadap Pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem. Dengan 
penelitian ini diharapkan akan memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang yang ditulis diatas, maka 




Islam (OKI) menentang dukungan Amerika Serikat terhadap pemindahan ibukota 
Israel ke Yerusalem? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan OKI mengajukan 
penentangan terhadap dukungan Amerika Serikat atas pemindahan ibukota Israel 
ke Yerusalem. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Akademis 
Manfaat akademis dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
ilmu pengetahuan baru akan kebijakan sebuah negara atas suatu isu dan juga kepada 
universitas sebagai salah satu bahan rujukan studi teori rezim Internasional dan 
studi kawasan Timur Tengah. 
b. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat 
berkontribusi serta menjadi rujukan dalam peningkatan kinerja pihak-pihak yang 




1.4 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu pertama yang akan dijadikan penulis sebagai referensi 




Sidang PBB oleh Muhammad Jalaludin Pratama. Dalam penelitian ini dijelaskan 
pidato Presiden Donald Trump yang mendukung pemindahan ibukota Israel ke 
Yerusalem mendapat respon dari negara-negara dunia, khususnya negara-negara 
Islam yang tegabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI melakukan 
penolakan sepihak AS dengan melakukan upaya Soft Balancing dengan 
menggunakan strategi Signals of Resolve to Balance (tekad kuat dan komitmen 
untuk melakukan balancing) dan strategi Entangling Diplomacy (perumitan 
diplomasi).8  
 Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan OKI 
adalah penguatan dukungan dan strategi entangling diplomacy yaitu dengan 
melakukan diplomasi eksternal. Diplomasi eksternal yaitu dengan melakukan 
diplomasi kepada negara-negara atau instansi-instansi Internasional diluar OKI. 
Tujuan diplomasi ini untuk menekan tindakan sewenang-wenang AS, sehingga 
dukungan Trump atas pemidahan ibukota Israel ke Yerusalem dianggap sebagai 
kebijakan yang illegal dan mendapat penolakan dari dunia Internasional. 
 Kesamaan penelitian Jalaludin dan penelitian penulis yaitu OKI selaku 
organisasi Internasional yang mewadahi kepentingan Palestina sama-sama 
melakukan upaya untuk menuntut kebebasan Yerusalem selaku kota suci 3 agama. 
Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada suduh pandangnya, jika pada 
penelitian Jalaludin dilihat dari tindakan dan usaha yang dilakukan OKI, tapi pada 
 
8 Muhammad Jalaludin Pratama, Upaya OKI dalam Penolakan Penetapan AS atas Status 




penelitian penulis dilihat dari segi latar belakang yang mendasari upaya penolakan 
tersebut. 
 Penelitian kedua yang dijadikan acuan adalah paper dari Budi Hartono yang 
berjudul Kepatuhan Slovenia terhadap Rezim International United Nations 
Program of Action dalam Menghadapi Peredaran Gelap Small Arms & Light 
Weapons. Dalam paper tersebut menggunakan teori rezim Internasional yaitu 
Rezim International United Nations Program of Action (UNPoA) yang bersifat 
non-legally binding atau tidak mengingat. Sehingga tidak mewajibkan anggotanya 
untuk memberikan laporan untuk implementasi rezim ini.9 
 Dalam peneletian ini dijelaskan bahwa UNPoA mendorong seluruh negara 
anggota PBB untuk mencegah peredaran gelap Small Arms & Light Weapons 
(SALW) secara ilegal. Salah satu negara yang aktif untuk melakukan upaya tersebut 
adalah Slovenia. Slovenia melakukannya upaya tersebut dalam 3 tingkat yaitu: 
nasional, regional, dan global. Slovenia mengimplementasikan rezim-rezim terkait 
dengan SALW. 
 Perbedaan penelitian Budi dengan penelitian penulis adalah terletak pada 
pengimplementasian rezimnya. Negara-negara anggota OKI mematuhi rezim yang 
dibentuk oleh OKI untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan 
berbagain usaha yang dilakukan dari mulai diplomasi sampai ancaman embargo 
untuk Israel maupun Amerika Serikat sebagai nagara yang mengintervensi. 
Sedangkan Slovenia sebagai salah satu negara yang mengimplementasikan 
 
9 Budi Hartono, Kepatuhan Slovenia terhadap Rezim International United Nations Program of 
Action dalam Menghadapi Peredaran Gelap Small Arms & Light Weapons, diakses dari 
https://www.academia.edu/26530557/Kepatuhan_Slovenia_terhadap_Rezim_Internasional_United




kebijakan rezim UNPoA untuk mencegah konflik yang terjadi karena adanya 
peredaran gelap SALW. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama 
menggunakan rezim internasional untuk mencapai tujuan bersama. 
 Penelitian terdahulu ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Rr Tiara Ayu 
Dewinta yang berjudul Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam 
Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar tahun 2012-2013.10 
Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa OKI berperan sebagai inisiator ketika OKI 
mendapatkan laporan bahwa di daerah Rakhine terjadi konflik hebat, organisasi ini 
segera mendesak negara-negara anggota OKI dan masyarakat internasional untuk 
segera meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan tersebut 
dan membawa pelaku ke pengadilan. Selain sebagai inisiator, OKI juga berperan 
sebagai fasilitator. Pada pertemuan rutin OKI di Qatar, OKI mengumpulkan dana 
dari negara-negara anggota untuk membantu pembiayaan pengungsi rohingya. Dan 
yang terakhir sebagai mediator dengan mengerahkan delegasinya untuk menjadi 
perpanjangan tangan antara pengungsi rohingmya dan pemerintah Myanmar. 
 Tiara menggunakan konsep Organisasi Internasional dengan paradigma 
liberalisme institusionalisme yang disini memiliki pola kajian kerjasama yang 
melintasi batas wilayah antar negara dengan adanya aturan-aturan yang telah 
disepakati bersama sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Perbedaan peneltian 
Queenta dengan penelitian penulis yaitu menggunakan konsep Organisasi 
Internasional dimana OKI mempunyai otoritas untuk mengatur perilaku negara-
 
10 Rr. Tiara Ayu Dewanti, 2016,  Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani 
Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar tahun 2012-2013 dalam jurnal Journal of 
International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 127-134, diakses melalui 




negara anggotanya untuk menyelesaikan konflik dan sengketa sedangkan penulis 
menggunakan teori rezim Internasional untuk menjelaskan alasan OKI melakukan 
upaya untuk menentang dukungan AS atas pemindahan ibukota Israel ke 
Yerusalem. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah OKI sama-sama 
memiliki tujuan yang sama. 
 Penelitian keempat yaitu paper dari Budi Hartono yang berjudul Analisa 
Teori Pilihan Rasional mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian 
Perdagangann Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) Tahun 2013.11Dalam penelitian 
ini menggunakan teori rezim Internasional dan teori pilihan rasional untuk 
menjelaskan sikap abstain Indonesia dalam ATT. 
 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa alasan Indonesia menilai bahwa 
kebijakan ATT hanya menitik beratkan pada eksportir konvesional. Sehingga tidak 
ada keseimbangan antara pengaturan ekspotir dan importir. Penilaian tersebut 
membuat Indonesia bersikap abstain karena dianggapn tidak sesuai dengan 
kepentingan Indonesia yang mementingkan pertahanan dengan adanya pembatasan 
impor alutsista yang berasal dari luar negeri dan mengenai perdagangan gelap 
senjata yang semakin memperkeruh konflik internal yang ada di Indonesia.  
 Persamaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada keinginan untuk 
memenuhi kepentingan dengan menggunakan rezim Internasional, sedangkan yang 
membedakannya adalah jika Indonesia memilih abstain dalam menanggapi 
 
11 Budi Hartono, Analisa Teori Pilihan Rasional mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam 
Perjanjian Perdagangann Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) Tahun 2013, diakses dari 
https://www.academia.edu/6417363/Analisa_Teori_Pilihan_Rasional_Mengenai_Sikap_Abstain_I
ndonesia_dalam_Perjanjian_Perdagangan_Senjata_Arms_Trade_Treaty_ATT_Tahun_2013 pada 




kebijakan ATT, tetapi berbeda dengan negara-negara anggota OKI yang berupaya 
untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika. 
 Penelitian kelima yang dipakai sebagai referensi adalah skripsi dengan judul 
Kepentingan Indonesia dalam Pembentukan Mekanisme Independent 
Pemramanent Human Rights Commission (IPHHCR) Organisasi Kerjasama Islam 
(OKI) Tahun 2011 oleh Ramadhan.12 Penelitian ini mengguanakan pendekatan 
perspektif liberalism intitusional, kebijakan luar negeri, dan kepentingan nasional 
yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mengeluarkan suatu 
kebijakan dan apa alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut. 
 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia mengeluarkan kebijakan 
dengan menyelenggarakan pertemuan pertama IPHRC dengan seluruh pendaan 
berasal dari pemerintah sendiri. Kebijakan ini membuat kepentingan nasional 
Indonesia tercapai dengan memajukan nilai-nilai HAM di negara-negara anggota 
OKI, selain itu kerjasama antar negara anggota OKI juga semakin intens melalui 
IPHCR dan mempertegas kepemimpinan Indonesia dalam isu HAM serta 
kepentingan Indonesia dalam usaha meminimalisir pelanggaran-pelanggaran 
HAM. 
 Persamaan penelitian Ramadhan dan penelitian penulis adalah sama-sama 
menganalisa alasan suatu institusi mengeluarkan suatu kebijakan yang digunakan 
untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian 
 
12 Ramadhan, Kepentingan Indonesia dalam Pembentukan Mekanisme Independent Permanent 
Human Rights Commission (IPHHCR) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Tahun 2011, diakses 
dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40464/3/RAMADHAN-FISIP.pdf 




Ramadhan berada level analisisnya ada di tingkat negara, sedangkan penelitian 
penulis ada di tingkat kelonpok negara. 
 
Tabel 1.1 Posisi Penelitian 
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Upaya resolusi yang 
dilakukan OKI dinilai 
kurang efektif karena hanya 
melalui proses diplomasi 
tanpa adanya intervensi 







Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Slovenia merupakan negara 
yang mematuhi ketentuan-
ketentuan yang ad8a di 
UNPoA yang berdasar pada 
laporan implementasi yang 
dilakukan terhadap UNPoA 






Upaya yang dilakukan OKI 
sudah baik tapi masih ada 
hambatan-hambatan yang 
mengahalangi peranan 
tersebut. Meskipun begitu 

































































































































Sikap abstain Indonesia 
merupakan pilihan yang 
tepat karena akan ada 
konsekuensi dalam 
kepentingan mengenai 
pertahanan dan pencegahan 








Kebijakan ini membuat 
kepentingan nasional 
Indonesia tercapai dengan 
memajukan nilai-nilai HAM 
di negara-negara anggota 
OKI, selain itu kerjasama 
antar negara anggota OKI 
juga semakin intens melalui 
IPHCR dan mempertegas 
kepemimpinan Indonesia 
dalam isu HAM serta 
kepentingan Indonesia 




Berbagai alasan yang 
melatarbelakangi adanya 
penentangan OKI atas 
dukungan AS terhadap 
pemindahan Ibukota Israel 
dari Tel Aviv ke Yerusalem 
yaitu karena tidak sesuai 
dengan tujuan OKI yang ada 
dalam Piagam OKI hasil dari 







1.5 Kerangka Teori dan Konsep 
1.5.1 Teori International Regime 
Situasi di dalam hubungan Internasional cenderung bersifat dinamis dengan 
munculnya isu-isu baru, salah satu yag menjadi permasalahan keamanan 
Internasional adalah dengan adanya klaim untuk mengakui kedaulatan suatu negara 
atau bagian negara tertentu. Untuk menghadapi isu tersebut, salah satu opsi yang 
diambil negara adalah dengan membentuk rezim Internasional. Rezim Internasional 
yang terbentuk karena adanya tindakan menentang atas dukungan AS dalam 
membantu Israel untuk mengakui dan memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke 
Yerusalem, sehingga OKI sebagai organisasi Internasional yang terbentuk karena 
adanya kepentingan bersama negara-negaranya untuk memberikan kedaulatan 
seutuhnya pada Palestina memberikan respon karena adanya tindakan yang 
berlawanan dari AS dan Israel. 
Beberapa tokoh telah mendefinisikan pengertian mengenai rezim 
Internasional. Seperti Stephen D. Krasner yang meyatakan bahwa rezim 
Internasional merupakan tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, 
proses pembuatan keputusan baik yang bersifat ekspisit maupun implisit, yang 
berkaitan dengan ekspektasi atau harapan aktor-aktor yang memuat kepentingan 
aktor tersebut dalam hubungan Internasional atau dalam sebuah kerjasama.13 
 
13 Stephen D. Krashner, International Regimes, (New York: Comell University, 1983), hlm 7, 
dalam buku Anak Agung Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 




Sementara itu John Ruggie menyatakan rezim Intenasional sebagai sekumpulan 
ekspektasi atau pengharapan bersama peraturan rencana dan komitmen organisasi 
yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara.14 
Sedangkan Keohane dan Joseph S. Nye mengartikan rezim Internasional 
sebagai serangkaian rencana yang di dalamnya terdapat aturan, norma, dan 
prosedur yang mengatur tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh 
rezim itu sendiri. Sehingga dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
rezim Internasional merupakan tatanan maupun kumpulan ekspektasi yang di 
dalamnya berisi prinsip, norma, aturan, dan komitmen organisasi yang telah 
disepakati oleh sekelompok negara. 
Lalu Haggard dan Simmons mengatakan bahwa kepentingan rezim timbul 
karena adanya ketidakpuasan dan konsep dominan dari tata aturan Internasional, 
kewenangan dan organisasi.15 Rezim dipengaruhi oleh perilaku yang ditimbulkan 
dari organisasi Intenasional dan aktor-aktor lainnya, terutama pada aktor negara. 
Ada 4 hal yang mutlak ada dalam rezim Internasional sekaligus menjadi cirinya: 
1. Priciples yaitu kepercayaa atas fact, causation, dan rectitude. 
2. Norms adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban. 
3. Rules adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan 
perilakunya. 
 
14 Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Power and Interdependance: World Politics in 
Transition, (Boston: Little Brown Company, 1977), hal. 19. 
15 M.Martin, Rezim Internasional, diakses dari 




4. Decision making procedures adalah praktek umum untuk membuat dan 
mengimplementasikan keputusan bersama (collectives choices).16 
Oran R. Young mengatakan bahwa rezim internasional merupakan institusi 
sosial yang mengatur aksi kepada aktivitas-aktivitas spesifik tertentu. Seperti 
institusi sosial yang mengatur adanya pola-pola ekpektasi aktivitas tertentu. Oran 
R. Young mejelaskan bahwa terdapat empat hal penyebab terbentuknya rezim 
Internasional yaitu: 
1. Terbentuk secara spontan dari kepentingan bersama 
2. Hasil sebuah perjanjian atau kontrak antar negara yang memiliki 
kepentingan yang sama.  
3. Hasil tawar menawar antara dua ataupun lebih negara 
4. Hasil paksaan dari aktor dominan (hegemon)17 
Berdasarkan poin pertama penjelasan di atas, Young menjelaskan bahwa 
rezim Internasional terjadi karena adanya sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas 
tertentu dan beranggotakan aktor-aktor dalam sistem Internasional. Aktivitas 
tersebut seringkali berada pada luar wilayah yuridiksi dari sebuah negara yang 
berdaulat atau aktivitas yang melibatkan aksi dengan sebuah dampak langsung 
terhadap kepentingan dua negara atau lebih melakukan kontak intens dan 
 
16 Ibid. 
17 Oran R. Young dan Gail Osherenko, Polar Politics: Creating International Environmental 
Regimes, New York: Cornell University Press, 121, dalam artikel Budi Hartono, Kepatuhan 
Slovenia terhadap Rezim International United Nations Program of Action dalam Menghadapi 
Peredaran Gelap Small Arms & Light Weapons, diakses dari 
https://www.academia.edu/26530557/Kepatuhan_Slovenia_terhadap_Rezim_Internasional_United




berkelanjutan di dalam suatu komunitas Internasional. Lalu pada poin kedua Young 
juga menjelaskan bahwa, karena adanya kontradiksi dalam level internal yang 
mengakibatkan adanya kegagalan serius dan tekanan untuk adanya perubahan di 
sistem Internasional. Kontradiksi ini muncul dari adanya konflik yang bersebrangan 
di dalam sistem.18 
Sehingga pada poin ketiga dijelaskan karena adanya perubahan struktur 
kedaulatan dasar yang ada di dalam sistem Internasional yang merupakan proses 
yang mengantarkan kepada transformasi sistem Internasional sehingga adanya 
negosiasi antara aktor di dalam komunitas Internasional. Young menambahkan 
pada poin keempat, dengan adanya tekanan dari luar yang tidak dapat diantisipasi 
oleh komunitas Internasional sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul 
karena adanya tekanan tersebut.19 
Young juga megatakan ada tiga pemikiran tau perspektif yang memandang 
adanya sebuah rezim, yaitu neolibelarisme, realisme, dan kognitivisme. 
Neoliberlisme dengan analisisnya berbasis pada susunan kepentingan (interest). 
Neoloberalisme menekankan pentingnya peran rezim dalam membantu negara 
untuk mengenali kepentingan-kepentingan yang sama atas isu-isu tertentu. 
Realisme yang memandang hubungan kekuatan (power) sebagai kunci variabel 
dalam rezim, realisme juga melihat bahwa organisasi Internasional merupakan 
bagian dari power negara yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. 
 
18 Oran R Young, 1982, “Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes” 
International Organization, 36(2), hal 277-297, dalam buku Citra Henida, 2015, Rezim dan 






Dan kognitivisme yang lebih menekankan pada tingkah laku aktor yang ditentukan 
oleh persepsi atas pengetahuan norma sosial (norms of knowledge). Kognitivisme 
berfokus pada penekanan atas pemahaman hal-hal yang bersifat normatif.20 Tiga 
perspektif ini masing-masing memiliki cara pandang berbeda tentang melihat awal 
mula, cara kerja, dan stabilitas atas rezim Internasional. 
Teori ini dipakai untuk menjelaskan mengenai alasan adanya penentangan 
OKI terhadap dukungan AS atas pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem. OKI 
sendiri sebagai organisasi Internasional terbesar kedua setelah PBB mempunyai 
beberapa tujuan dan prinsip. Tujuan dan prinsip tersebut tertuang dalam Piagam 
OKI hasil dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI yang diadakan pada 
Februari 1972, tujuan dari OKI antara lain: 
Memperkuat/ memperkokoh: 
a. Solidaritas diantar negara anggota 
b. Kerjaasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. 
c. Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan 
hak-haknya.21 
Aksi bersama untuk: 
a. Melindungi tempat-tempat suci umat Islam 
 
20 Ibid. 
21 Hermawan  Arisususanto, Irsyad Hanief, Jawad Mukhofar KH, 2016, Eksistensi dan Peranan 
Organisasi Kerjasama Islam (OKI), diakses dari  
https://www.academia.edu/30639061/EKSISTENSI_DAN_PERANAN_ORGANISASI_KERJA_




b. Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam 
memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya22 
Bekerja sama untuk: 
a. Menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan 
b. Menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara 
negara anggota dan negara-negara lain.23 
Sedangkan untuk mencapai tujuan di atas, anggota OKI menetapkan 5 prinsip yaitu: 
a. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota 
b. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas 
urusan dalam negeri negara lain. 
c. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap 
negara. 
d. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai 
seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi. 
e. Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas 
wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.24 
Setelah adanya penjelasan mengenai teori rezim Internasional dan tujuan 
serta prinsip OKI di atas, dapat disimpulkan bahwa OKI menganggap pidato Trump 








menimbukan banyak pro dan kontra. Hal tersebut tentu saja dapat terjadi karena 
tidak sesuai dengan ekspektasi dan kepentingan negara-negara anggota OKI 
terutama negara Palestina yang terlibat konflik berkepanjangan dengan Israel yang 
menjadi tujuan OKI yang tertera dalam piagam OKI tersebut. 
Selain itu juga melanggar norma kesepakatan atau perjanjian yang telah 
disepakati bahwa Yerusalem merupakan kota suci 3 agama samawi yaitu Islam, 
Kristen, dan Yahudi. Padahal sebelumnya juga telah disepakati bersama mengenai 
status akhir kota Yerusalem yang dibagi menjadi Yerusalem Barat untuk Israel dan 
Yerusalem Timur untuk Palestina, sehingga situasi di kawasan Timur Tengah 
kembali memanas. Oleh karena itu, OKI berusaha menyelesaikan konflik yang 
muncul tersebut dengan menggunakan menggunakan cara negosiasi dan diplomasi 
baik dalam lingkup internal OKI maupun eksternal. 
Semua itu terjadi karena adanya faktor hegemon yang membuat kebijakan 
sepihak yang menimbulkan berbagai respon yang menentang maupun mendukung, 
yang dimaksud aktor hegemon disini adalah Amerika Serikat yang diwakili oleh 
presidennya yaitu Donald Trump. Sehingga OKI berupaya untuk mestabilkan 
situasi di kawasan Timur Tengah dengan mengurangi dominasi AS di kawasan 
tersebut yang tentunya juga berdampak pada kestabilan dunia. 
1.6 Metode Penelitian 
 1.6.1 Level Analisa 
Penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi penentangan OKI 




Israel, diperlukan penjelasan tentang apa yang menjadi variabel dependen dan 
variabel independen serta level analisa. Variabel dependen atau unit analisa dalam 
penelitian ini adalah OKI. Sedangkan untuk variabel independen atau unit 
eksplanasi adalah upaya yang dilakukan OKI dalam menentang dukungan AS atas 
pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem. Hubungan antar variabel adalah 
reduksionis, dimana unit analisa pada penelitian ini pada level kelompok negara 
sedangkan unit eksplanasinya berada pada level negara. 
1.6.2 Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif bersifat untuk menguji teori dan akan 
memberikan sebuah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.25 Penelitian ini 
menjelaskan tentang kepentingan apa yang menjadi alasan atas usaha-usaha OKI 
dalam menentang dukungan Presiden Donald Trump selaku Presiden AS atas 
Yerusalem sebagai Ibukota Israel. 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
Data yang disajikan dalam penulisan ini menggunakan teknik library 
research dimana data yang didapat berasal dari sumber-sumber pustaka baik buku, 
jurnal, media online, artikel ataupun sumber-sumber yang ada di internet. 
1.6.4 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan 
analisis kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data yang kemudian setelah 
terkumpul maka data itu akan dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian. 
 




Pendalaman teori yang digunakan juga menjadi salah satu teknik penelitian yang 
digunakan oleh penulis. Setelah semua data yang diperoleh disesuaikan dengan 
kebutuhan penelitian, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menarik 
kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.26 
1.6.5 Ruang Lingkup 
a. Batasan Waktu 
Penelitian ini difokuskan pada pemerintahan Presiden Donald Trump yang 
mengeluarkan kebijakan tersebut. Sehingga rentan waktu yang digunakan oleh 
peneliti dalam mengumpulkan data dan materi adalah mulai dari Desember 2017 
yang mana menurupakan waktu dimana Trump mengeluarkan kebijakan tersebut 
sampai dengan tahun 2018 pada Trump resmi memindahkan Kedutaan Besar 
Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. 
b. Batasan Materi 
Materi berfokus pada alasan dari upaya yang dilakukan OKI dengan 
mendelegasikan negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuannya yaitu 
menentang dukungan Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Presiden Donald 
Trump atas pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem serta memberikan 
kemerdekaan dan kedaulatan penuh pada Palestina. 
1.7 Hipotesa 
Penulis mengambil kesimpulan sementara berdasarkan penjelasan di atas 
dengan menggunakan teori rezim Internasional bahwa adanya penentangan OKI 






mendukung Israel yang akan memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem 
merupakan bentuk dari tidak tercapainya tujuan negara-negara anggota OKI yaitu 
memberikan kedaulatan pada Palestina dan mengakui Yerusalem sebagai 
ibukotanya. Lalu karena adanya pelanggaran kesepakatan yang telah disepakati 
bersama antara Israel dan Palestina yang telah membagi Yerusalem menjadi 
Yerusalem Barat untuk Israel dan Yerusalem Timur untuk Palestina dengan adanya 
faktor-faktor lain yang melatarbelakangi penolakan tersebut, seperti adanya 
ekspektasi dari kepentingan OKI yang sesuai dengan Piagam OKI. Lalu karena 
sikap AS dan Israel yang dianggap melanggar kesepakatan yang sudah disepakati 
bersama. Terlebih OKI juga ingin menjaga stabilitas dunia Internasional dengan 
berusaha menekan hegemoni AS dengan daya tawar yang dimiliki oleh OKI.  Oleh 
karena itu OKI menggunakan rezim Internasional untuk mencapai tujuan dan 
kepentingan bersama negara-negara anggota OKI berdasarkan prinsip-prinsip yang 
telah disepakati bersama yaitu pembebasan Kota Yerusalem sebagai kota suci 3 












Adapun struktur penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab 
sebagai berikut: 
Tabel 1.2 Sistematika Penulisan  
NO. BAB POKOK PEMBAHASAN/SUB BAHASAN 












1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4 Penelitian Terdahulu 
1.5 Landasan Konseptual 
1.5.1 Teori International Regime 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Level Analisa 
1.6.2 Tipe Penelitian  
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
1.6.4 Teknik Analisa Data 
1.6.5 Ruang Lingkup 
a. Batasan Waktu 
b. Batasan Materi 
1.7 Hipotesa 
1.8 Sistematika Penulisan 
2 BAB II GAMBARAN SITUASI ISRAEL-PALESTINA 
2.1 Gambaran umum sengketa Israel-Palestina 
2.1.1 Sejarah Kota Yerusalem 
2.1.2 Teritorial dan penduduk 
2.1.3 Status Akhir Kota Yerusalem 
2.2 Peran dan Upaya Dunia Internasional terhadap 
Konflik Israel-Palestina  
2.3 Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam 
Mengatasi Sengketa Israel-Palestina 
2.3.1 Awal Mula Perkembangan Organisasi 
Kerjasama Islam (OKI) 
2.3.2 Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 
dalam Mengatasi Sengketa Israel Palestina 
2.4 Proses Pemindahan Kedutaan Besar AS ke 
Yerusalem 
2.5 Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terhadap 
Dukungan Amerika Serikat atas Pemindahan 
Ibukota Israel ke Yerusalem 
3 BAB III ANALISA ALASAN ORGANISASI KERJASMA 
ISLAM (OKI) DALAM MENENTANG 




3.1 Adanya Ekspektasi dan Kepentingan OKI yang 
Tertera dalam Piagam OKI 
3.2 Pelanggaran terhadap Norma Kesepakatan atau 
Perjanjian yang Telah Disepakati Bersama 
3.3 Posisi Tawar OKI sebagai Organisasi Internasional  
3.4 Komitmen dalam Menjaga Stabilitas Politik, 
Keamanan, dan Politik di Kawasan dan 
Internasional 
  BAB IV PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
4.2 Saran 
 
